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BUPATT BENGKAYANG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATT BENGKAYANG 
NOMOR S] TAHUN 2018 

TENTANG 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2019 

BUPATI BENGKAYANG, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) 
Peraturan Pemcrintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2 0 1 4  tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tcntang Dcsa, perlu menctapkan 
Tata Cara Pembagian Alokasi Dana Dcsa yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah untuk 
sctiap Desa sc-Kabupaten Bengkayang sehingga perlu 
ditindaklanjuti; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tcntang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi 
Dana Dcsa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah untuk setiap Dcsa sc-Kabupaten 
Bengkayang Tahun Anggaran 2019, " 

1 .  Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Dacrah Tingkat II Bengkayang 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3823); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Ncgara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tam5.1%, [ , 4 6 % e  Ne ,,  

·.  .  t:  s  ..  <uni Lembaran Iegar 
Rcpublik Indoncsia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dcsa 
[cmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 

, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); " 
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· ~ .  23 Tahun 2014 tentang 4. Undang-Undang Nomor >  ~ Republik 
· a. A ,  (Lembaran Negara Pcmcrintahan Dacrah ( " "' _ , ,  a  ibahan Lembaran 

. : · a ,  2014 Nomor 244, T am  Indonesia Tahun z _ 4 5587) sebagaimana 
z on ib li k  Indoncsia Nomor '} ,, Ncgara Rcpubl n ,, ~ ~~ e i·  dcngan Undang 

:. ·b r ip n  kali, tcrakhur ' !  tclah diubah bcb e rop  '  \t a n g  Perubahan Kedua 
T a n  No m o r  9  Tahun 2 0 1. 5  tentang _ I  .. . .  Undang domor 4 o m o r  23 Tahun 2014 tentang Ats Undang-Undang Nom , Negara Republik 

em er i tah an  Daerah ( Le mb aran  6  Pemcrint n Ne »o r  58, Tambahan Lembaran Indonesia Tahun 2015 N o m o r  . »  
..  p  blik Indonesia Nomor 5679); Ncgara KepubuK ., d o n  

~ : . r a h  Nomor 43 Tahun 2014 tentang 5. Peraturan Pemcrintah o p  _  

' ' tu r a n  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun Peraturan a ;q ;  _ _  t~ a R e p u b li k  Indonesia 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Rcpt ,__ 
Tahu 2014 Nomor 123, Tambahan Lembama" """"" 
Republik Indonesia Nomor 5539), scbagaimana tel 

d• , 1..-ll... d· n.a.nr Pera·tumn Pemenntah Nomior 4 7 . Tahun._ a u pan  1cngan o. rin tah  
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintr 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
157, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 5717); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 
Dana Dcsa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) scbagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5694); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 1  Tahun 2014 
tcntang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 1 4  Tahun 2014 
tentang Pedoman Pembangunan Dcsa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, 
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Tata Tertb dan Mekanisme Pengambilan Keputusan 
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); 
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7 .  Pemerintahan Desa adalah pcnyclenggaraan urusan pemerintahan olch 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Dcsa dalam mengatur a 
mengurus kcpentingan masyarakat sctempat bcrdasarkan asal-usul da 
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistcm 
Pemerintahan Negara Kcsatuan Republik Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Dcsa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Dcsa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Dcsa. 

9. Pemerintah Pusat yang selanjutnya discbut Pemerintah adalah Presidcn 
Republik Indonesia yang memegang kckuasaan Pemcrintahan Ncgare 
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

10. Anggaran Pendapatan dan Bcelanja Dacrah yang sclanjutnya disingka! 
APBD adalah rcncana keuangan tahunan pcmcrintah dacrah yang 
dibahas dan disetujui bersama olch Pcmcrintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan ditctapkan dengan Peraturan Daerah. 

11.Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa yang selanjutnya disingkat 
APBDesa adalah rcncana tahunan pemerintah desa yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan 
Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

12. Rekening Kas Umum Daerah yang sclanjutnya disingkat RKUD adalah 
rckening tcmpat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh 
Bupati/Walikota untuk mcnampung seluruh penerimaan daerah dan 
membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan. 

13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkt pKD adolah ·e ke  ·i n "  •  . I '  " 4 J R an / a  I 5 l l l  lhl) a al ah l  IC KC nIn [  

tempat penyimpanan uang desa yang ditcntukan olch Pemerintah Daerah 
untuk menampung s o l , n h  n  a : a ,  de I o3 a g  scluruh penerimaan desa dan membayar seluruh 

pengcluaran dcsa pada bank yang ditetapkan. 
14.Badan P erm us v t  tan De "" : _ c e r u sy a wara tan  Desa yang sclanjutnya disebut BPD, adalah 

mbaga yang mcrupakan perwujudan demokrasi dalam penyeleng ga r a an  pemerintahan dcsa scbagai unsur penyelenggara; e m er i t a _ _ , '  
" ' J '  ' ' 6 I a  pemerintanan Icsa. 

15. Kcpala Dcsa adalah Pejabat vang m e ' i .  ,  ·  "  n.. ...:. ., J' ' ncmimpin penyelengparaan Pemcrintahan Dcsa yang dipilih sccara langsung olch mas. .[j_"""" pemilihan Kepala Desa. ' " l & 9 C h  m a sy ar a k a t  mclalui 

16. Keputusan Kepala Desa adala x. , ". E  al 8@ e d al ah  Keputusan yang ditetapk; Desa yang bersifat menctapkan dalam ran, ' _ B an  oleh Kcpala 
Desa maupun Peraturan Kepala Desa. &ka melaksanakan Peraturan 

17. Pemegang Kekuasaan Pengelol a ·  Ke disebut PKPKD adalah ~[;""" Scuangan Desa yang selanjutya lah {€Pala .esa yang kare · bu '· ·  kewenangan mcnyelenggarakan k e s e l , ,,_ " F n a  jabatannya mempunyai 
+ •• n s. ne «e s el uru h an  pengelolaan k eu a 1 ig  pa e 

l 8 
n.,_, __ 

0 .  
n...  �- · ,angan .ue&B 

. Pelaksana Fengclolaan Keuangan D e s o  na n o  ;4 ,¢  ,  1; ;  adalah Perangkat D e s %  8a  u esa  yang sclanjutnya disingkat PPKD csa yang melaksanakan per o : l o l  a ·h  «  r  berdasarkan keputusan Kepala D e s  cngclolaan keuangan Desa kekuasaan PKPKD. "Pa Desa yang mcnguasakan scbagian 

-{ 
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berkcdudukan scbagai unsur 
7  @ k t  Dcsa yang DCr m e  rdir t o r  19. Sckrctaris Dcsa adalah Pcranga' '; scbagai k o o J i n a to  

" " . rc taria t  Dcsa yang mecnjalankan tugas " "  pimpinan scK T "  

PPKD. , b e rkedudukan scbaga kn t  Dcsa yang De 
20. Kcpala Scksi adalah Pcrangn' ' , p p p  

r· l un k an  tugas P 'Kn ' .  pelaksana tcknis yang mcn)a1an ' _ ~ ,  ,  n  uang 
r. n a  r l a h  rekcning tcmpat menyimpa 

2 1 .  Rckcning Kas Dcsn ndalt ~ A[u ru h  pcncrimann Dcsa dan - ng mcnampung sclur S" "  "  ,  k  
Pemcrintahan Dcsa yr6 ' _  sh  :ngeluaran Dcsa pada Bank yang digunaknn untuk mcmbayar sclurul pm 

ditctapkan. ditetnapkan 
za. ems pe «baa» seam» av"""gs";" {ii."l' ~a» 

a dibahas d an  cl 1 s c] au  olch Kepala Dcsa sctclan q ro  a >  '  

Permusyawaratan Dcsa. giku 
+ %  .,  :. ;~ , ;r  a dn l ah  roscs perencanaan yang mcngi It 23. Perencanaan Partisipatif ad a l ,  pr _ _  e  dan pclaksanaan, 

. .  At dalam suatu pcrencanaan a H' 

scrtakan masyarakat dalam u , , + l a t  kematangan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dcngan ting 

tingkat kcwajibannya. 
BAB II 

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP 

Pasal 2 

Maksud dari Pemerintah Daerah membcrikan Alokasi Dana Desa kcpada Dcsa 
adalah dalam rangka mendukung pclaksanaan penyclenggaraan 
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan 
kcmasyarakatan dcsa dan pembcrdayaan masyarakat desa. 

Pasal 3 

Tujuan penggunaan Alokasi Dana Desa scbagai berikut: 

a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 
pclaksanaan pembangunan dcsa, pembinaan kcmasyarakatan dcsa, dan 
pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya; 

b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam 
perencanaan, pclaksanaan dan pengendalian pembangunan sccara 
partisipatif sesuai dengan potensi desa; 

c. meningkatkan pemcrataan pembangunan, kesejahtcraan, kescmpatan 
bcrpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; 

d. mendorong pcningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan 

e. meningkatkan kemandirian desa. 
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Pasal 4 

Prinsip pcngclolann Alokasi Dana Dcsa meliputi: ~ n¢ tdak 
1 D a n a  Desa mcrupakan bagian y an 8  a. Pengclolaan kecuangan Alokasi Dan ;e dalam Anggaran Pcndapatan 

terpisahkan dari pcngclolann kcunngan Icsn 
dan Belanja Desa; 

I  a t  dip :rtanggungjawabkan sccar b. Scluruh kegiatan harus dapat pe' _, c ra t u ran  pcrundang 
administratif dan tcknis scsuni dcngan kctentuan pc 
undangan; dan 

:. h e r  it, tcrarah, dan terkendali. A lo k t  d  Desa digunakan sccara · c m at ,  C .  / 0 K a 5 I  1an0 1 J C  ·5' L 

BAB III 

PENGALOKASIAN DANA DESA 

Pasal 5 
: . se e j i i h  Dea ditetapkan dalam (I)Penetapan Alokasi Dana Desa untuk sclurun _ s. , nn  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) Kabupaten Bengkaye g 
di t e t a l ea n  dengan kcputusan Bupati. setiap Tahun Anggaran, itctapan C a  <  :u  

(2)Dasar pcnctapan Alokasi Dana Desa yang digunakan adalah : 
a. mcmpertimbangkan kcbutuhan pcnghasilan tetap dan Tunjangan 

Kcpala Dcsa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Biaya Operasional 
Ketua RT; 

b. alokasi Dasar 60% (cnam puluh per scratus) dibagi rata kcpada 122 
desa se-Kabupaten Bengkayang, sctclah dikurangi kebutuhan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

c. alokasi Formula 40 % (cmpat puluh per scratus) yang dihitung dengan 
memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Dcsa, luas 
wilayah Desa, dan tingkat kcsulitan gcografis Desa. 

(3)Alokasi Formula scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung 
dcngan bobot; 

a. 25% (dua puluh lima per seratus) dibagi untuk 122 (scratus dua puluh 
dua) Desa berdasarkan jumlah penduduk Dcsa; 

b. 35% (tga puluh lima per scratus) dibagi untuk 122 (seratus dua puluh dua) Desa berdasarkan luas wilayah Desa; 

c. 1 0%  (scpuluh per scratus) dibagi untuk 122 (scratus dua puluh dua) 
Desa berdasarkan jumlah angka penduduk miskin Desa; 

d. 30% (tga puluh per seratus) dibagi untuk 122 (scratus dua puluh dua) 
Desa berdasarkan tingkat kesulitan gcografis Desa. 
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• . • •  - .  .G ,  %  , a ir t n a  dimaksud pada ayat (3) huruf d, (4)Tingkat kesulitan geografis scbagammant " 
ditentukan oleh faktor yang meliputi 

a. ketersediaan pelayanan dasar; 

b. kondisi infrastruktur; 

c. transportasi; dan 
d. komunikasi Dcsa ke Kabupaten. 

(Data Jam»tab penauau Desa, taas wiayap De=a. angka _acmis""", 
dan tingkat kcsulitan gcografis scbagaimana dimaksud pada aya 
huruf c, bersumber dari Badan Pusat Statistik. 

(Rencana penggunaan Alokasi Dana Desa dibahas dalam musyawarah 
pcrcncanaan pembangunan Desa. 

(2)Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa bertujuan 
agar penggunaan Alokasi Dana desa didasarkan atas proses perencanaan 
partisipatif. 

(3)Musyawarah perencanaun pembangunan Desa sebgaiman dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dcngan melibatkan Kcpala Desa, Perangkat Desa, 
anggota BPD, Icmbaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat. 

(4)Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam 

usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa. 
(5)Rencana Kcrja pemcrintah Desa scbagaimana dimaksud pada ayat (4) 

diatur dengan Peraturan Desa. 

Pasal 7 

Dalam hal tcrdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang 
mcngakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Aloes; 

1--..- s  lokKas1 Dana Dcsa dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. pada tahun anggaran berikutnya a a b i l  
•  Yi apabla Dcsa tersebut ditetapkan 

scbelum tanggal 30 Juni Tahun Anggaran D ej a 1 . ,  "  
uran 9CI]alan; atau 

b. pada tahun kedua setelah penetapan De _ ,  
: .  .. ..  .a u .  'Ra  esa apabila Desa tersebut 

ditetapkan sctelah tanggal 30 Juni Tahun Anggaran berjalan. 
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BAB IV 

PENYALURAN 

Pasal 8 
(1)Alokasi Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa; 
(2)Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat () 

dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas 
Desa; 

(3)Pemerintah Desa mcngajukan Permohonan Alokasi Dana Desa kepada 
Bupati sctiap semester; 

()Permohonan Alokasi Dana Desa dilengkapi dengan: 
a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa); 
b. usulan rencana kerja kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa 

(RKPDesa) yang telah disepakati BPD; 

c. dokumen Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa yang telah disepakati BPD dan direkomendasikan Camat; 

d. laporan realisasi APBDesa semester l (satu) dan 2 (dua) Tahun Angaran 

sebelumnya; 
e. dokumen Peraturan Desa tentang Laporan Pertanr. >· rab 5 - P o ' an  I  c r uan ggun g a w aan 

Realisasi Pelaksanaan APBDesa; 

f. dokumen Surat Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran tahun 
scbelumnya; 

g. Surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan B e n d ah a r a  D e sa  '  ,  ara  esa. 

Pasal 9 

(1)Penyaluran Alokasi Dana Desa scbapri m din % 1  ~ 4  #  
( )  dil%leer ct  ber am .,,  gamana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 
( +)  dilakukan secara b e rtah a p  pada Tahun An s : r a  :. .1 , ,  ~!  'J '  ketentuan: n ggar an  berjalan dengan 

a. semester I pada bulan Januari - Juni scbes r ,  ~  scratus); dan sar 60% (enam puluh per 

b. semester II pada bulan Juli - Descmber s  · ,  , ,  scratus]. ?r sebcsar 40% (empat puluh per 

(2)Pemerintah Daerah menyalurkan Alok · D - • s· • as D an a  Desa · 1 b i 1  1 
Desa telah melcngkapi persyaratan sebagaimana a;_ "Ula Pemerintah 
ayat (1). aksud dalam Pasal 8 

(3)Pemerintah Dacrah menunda pcnyaluran A I ... .:  
¢  tidak e  1hi Aokasi Dana D c s a  ba » yang ti d ak  m em en uh i  pcrsyaratan sebagaimana d in ., ,_. "  2csa b a gi  Desa 

ayat (). 1imaksud dalam Pasal 8 

Dipindai dengan CamScanner 



; ,h t  dimaksud dalam · tia tahap s c b a g ai m an a  a  

(4)Penyaluran Alokasi Dana Dcsa sct P 4t n i n ggu  kcdua. 
Pasal 8 ayat ( 1 )  dilakukan paling lambat p a da  m  

Pasal 10  
d·1 , ..... 11 ... ..,.,ll"ffl 

,  :  ,  a  a a  RKUD ke Rekening Kas Dcsa tau 
Penyaluran Alokasi Dana Dcsa dar 
setelah APBDesa ditetapkan. 

BAB V 

PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN ADD 

Pasal 1 1  

idak tcrpisahkan dari pengelolaan (1)Penatausahaan Alokasi Dana Desa ti ' a €  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; 

• ~ .: 5~ .  dila kuken  olch Kaur Keuangan Desa (2)Penatausahaan Alokasi Dana Dcsa l ak u c an  
(Bendahara Desa); 

dale mclaksanakan (3)Kaur Kcuangan Desa (Bcndahara Dcsa) a ! "  . . ,  ~  
·  D  De ·  be · · d o m a n  pada ketentuan Peraturan penatausahaan Alokasi L an a  csa Derpe« ma · c u m ' ' M e  "  

Perundang- undangan. 

Pasal 1 2  

(1)Penatausahaan Alokasi Dana Desa berupa laporan pelaksanaan kegiatan 
dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti 
pengeluaran/belanja yang sah dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa 

(Bendahara Dcsa); 

(2)Kaur Keuangan Desa (Bendahara Desa) mclaporkan pelaksanaan kegiatan 
penatausahaan Alokasi Dana Desa kcpada Kepala Desa setiap bulan; 

(3)Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 
kepada Bupati setiap Tahap; 

()Kcpala Desa mcnyampaikan laporan portanggungjawaban realisasi 
pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir Tahun Anggaran; 

(5)Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa 
scbagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan D e s a .  
yang dibahas dan disepakati bersama BP D .  '  

BAB VI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 13 

Pe m erin tah  Daerah wajib melakukan pembinaan, pcngawasan dan evaluasi 
dalam pengelolaan keuangan di Desa. 
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( l )  Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membang cuangan Desa 
mclakukan monitoring, cvaluasi dan pcmbinaan tcrhadap pcngclolaan 
keuumgan Des, 

(2) Pcmcrintah Dacrah mclalui Kccamatan mclakukan pcmbinaan, 
monitoring, cvaluasi dan verifikusi terhudap admmistrusi pengeloluan 
keuangan Dcsa. 

Pasal 14  

Badan Permusyawaratan Desa melakukan pcngawasan penvelenggaraan 
Pemcrintahan Desa scbagaimana dcngan tugas pokok dan fungsinya di 
Desa scsuai dcngan pcraturan yang bcrlaku. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar sctiap orang dapat mcngetahunya, memenntahkan pcngundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah 
Kabupzten Bengkayang. 

Diundangkan di Bengkayang 
pada tanggal 18 ember 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BENGKAYANG, 

? h - B '  
·  - 7  

_  9  

.  . ,  

t . .  

EKI'TA DAERAH K A L A ' T N  .  
·  nnp u Ei  NGKAYANG 'TAHUN 2U18 NUMOR 
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LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG 
NOMOR 8] TAHUN 2018 
TANGOAL I$' 0cscEn 2018 
TENTANO . A 1 0  8I D A N A  

TATA CARA PEMBAOIAN DAN PENETAPAN ALO "" 
DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN_PENDAPATA' 
DAN BELANJA DAERAM UNTUK SETIAP DES SF 
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2019 

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA 
DI KABUPATEN BENGKA YANG 

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program Bantuan Alokasi Dana Desa 
(ADD) agar tepat sasaran, pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu 
kcsatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa. 

Scdangkan tata cara pelaksanaan kcgiatan mulai dari pcrencanaan, 
pengclolaan, pclaporan keuangan yang bcrsumbcr dari Alokasi Dana Desa 
dilakukan dengan cara-cara scbagai bcrikut : 

1 .  Penentuan bcsaran Alokasi Dana Dcsa 

Besaran ADD untuk sctiap dcsa ditcntukan berdasarkan alokasi dasar 
kabupaten dan alokasi formula kabupaten. Alokasi dasar adalah alokasi 
minimal Alokasi Dana Desa yang akan ditcrima olch sctiap desa, yang 
bcsarannya dihitung dengan cara membagi besaran alokasi dasar yang 
ditctapkan oleh Pemerintah dengan jumlah desa yang ada dalam wilayah 
kabupaten. Sedangkan alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan 
mcpcrhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Dcsa, luas wilayah 
Dcsa dan tingkat kesulitan gcografis sctiap Desa. 

Berdasarkan hasil penghitungan alokasi dasar dan alokasi formula 
dimaksud, ditetapkan besaran Alokasi Dana Dcsa untuk setiap desa se 
Kabupatcn Bengkayang. 

2. Perencanaan Alokasi Dana Desa 

Pada tahap perencanaan penggunaan Alokasi Dana Dcsa didahului 
dengan pemberitahuan dengan pagu indikatif besaran Alokasi Dana Desa 
setiap dcsa olch Bupati pada Tahun Anggaran sebelumnya yang menjadi 
dasar bagi Pemerintah Dcsa dalam merencanakan pcngalokasian kegiatan 
yang didanai dari Alokasi Dana Desa scsuai dengan pcraturan perundang 
undangan yang berlaku. 

Selanjutnya hal-hal lain yang perlu dilanjutkan olch Pemerintah Desa dan 
Lembaga-Lembaga Desa, antara lain sebagai bcrikut: 

a. mensosialisasikan program-program Penyelenggaraan Pemerintah Desa 
yang direncanakan oleh Desa melalui forum tingkat Dusun dan 
pemberitahuan besaran ADD untuk Tahun Anggaran berjalan; 
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b. melaksanakan musyawarah Dcsa dengan melibatkan stakeholders 
yang ada di Desa (diantaranya: BPD, LPMD, PKK, RT, RW dan Iembaga 
masyarakat lainnya) scsuai dcngan jadwal pelaksanaan musyawarah 
Dcsa; 

c. berdasarkan hasil musyawarah Desa, Pemerintah Desa menyusun 
RKPDesa untuk dibahas dan sclanjutnya ditctapkan menjadi Peraturan 
Desa; 

d. Berdasarkan RKPDesa dimaksud, Kepala Dcsa menyusun Rancangan 
Peraturan Desa tentang APBDcsa yang akan disampaikan kepada BPD 
untuk dibahas dan ditctapkan menjadi Peraturan Dcsa tentang 
APBDesa; 

e. Berdasarkan APBDesa, Kcpala Dcsa Mcnyusun Rencana Penggunaan 
Alokasi Dana Dcsa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan 
yang bcrsifat fisik. 

f. Sebelum pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa, 
termasuk yang sumber dananya dari Alokasi Dana Desa, Kepala Desa 
sctiap Tahun Anggaran menerbitkan Kcputusan Kepala Desa tentang 
Penunjukan Bendahara Desa dan Nomor Rekening Desa, Tim Pengelola 
Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelola Aset/Barang Desa 
pada Sekretariat Desa serta Surat Keputusan Kepala Desa tentang 
Pelaksana Pengelolaan Keuangan Dcsa (PPKD). 

. Mckanisme Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa 

Penyaluran dan pencairan ADD dilakukan melalui mckanisme sebagai 
berikut: 

a. Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa merupakan dana 
bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan 
administrasi; 

b. Pengalokasian Alokasi Dana Desa dituangkan dalam Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran Pcjabat Pengelolaan Keuangan Dacrah (DPA 
PPKD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 
Kabupaten Bcngkayang; 

c. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan 
Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kcgiatan yang bcrsifat fisik; 

d. Kepala Desa mcngirimkan RPD dimaksud kcpada Camat untuk 
dilakukan verifikasi/penelitian administrasi kesesuaian pengajuan 
anggaran dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan 
kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan; 
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c. Kcpala Desa mcngusulkan surat pcrmohonan pencairan ADD beserta 
lampirannya Kcpada Bupati melalui Camat Cq. Kcpala SKPD yang 
membidangi Kcuangan Desa; 

f. SKPD yang membidangi Keuangan Dcsa melakukan penclitian 
kclengkapan dokumen dan pcnerbitan Surat Permohonan Pencairan 
ADD paling lama 3 (tiga) hari kerja kemudian sclanjutnya disampaikan 
Kcpada BPKAD Kabupaten Bengkayang untuk dilakukan proses 

pencairan. 
g. Pengajuan pencairan ADD olch Kcpala Dcsa dilakukan dalam 2 (dua) 

tahap dengan ketcntuan scbagai berikut: 

I .  Tahap I sebcsar paling banyak 60% (enam puluh pcrsen) dari 
bcsaran Alokasi Dana Dcsa untuk sctiap Desa, persyaratan yang 
harus dicukupi antara lain: 

a. Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap I dari Kepala Desa dan 
Camat; 

b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kcpala Dcsa bermaterai; 

c. Surat Keterangan Penyelcsaian SPJ Tahap I oleh Kepala Dcsa 
bcrmatcrai dan diketahui Camat; 

d. Kwitansi Penerimaan bcrmatcrai; 

c. Kcputusan Bupati tentang Pengangkatan Kcpala Desa; 

f. Kcputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Dcsa; 

g. Fotocopy Nomor Rekcning Bank Pemcrintah Dcsa dan NPWP; 

h. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rincian Anggaran 
Biaya (RAB) ADD. 

2. Tahap II sebcsar 40% (cmpat puluh persen) atau sebesar 
kekurangan dana yang belum direalisasikan dari besarnya bantuan 
Alokasi Dana Desa untuk setiap dcsa, persyaratan yang harus 
dipenuhi adalah sebagai berikut: 

a. Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap II dari Kcpala Desa dan 
Camat; 

b. Kwitansi Penerimaan bermaterai; 

c. Laporan realisasi Penyerapan dan pemanfatan ADD tahap I telah 
mencapai 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah 
dircalisasikan (ADD Tahap I); 

d. Berita Acara Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Kegiatan ADD 
Tahap I oleh Camat. 
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4 Penggunaan Alokasi Dann Dcsn 
Alokasi Dana Dcsn dipcrgunaknn sesuni dengan kebutuhan dcsa 

bcrdasnrknn hnsil musyawarah dcsa yang teclah ditunngkan dalam Peraturnn 
Dcnn tcntang Rencnnn Kerja Pcmcrintah Denn (RKPDcsa) dan APBDca 
sccaura umum Aloknsi Dana Desa dapat digunakan untuk mcmbiayai kegintun 
Pemerintahan Dcsa di bidang Penyclcnggaraan Pemerintahan Dcsa dan 
bidang Pembinaun Kemnsyarakatan Dcsa scsuai dcngan prioritns kcbutuhan 
di Dcsn. 

Pcnggunnan Alokasi Dana Dcsa scbagaimana terscbut di atan, 
diarahkan dan diprioritnskan untuk pemenuhan kebutuhan penyclcnggaraan 
pemerintahan dcsa, pemenuhan kebutuhan dasar maayurukat dcsa dun 

pengcntasan kemiskinan. 

Dalam pcnggunaan ADD, Kcpala Dcsn wajib mempcrhatikan ketentuan 

scbagai bcrikut. 

a .  Untuk kcgiatan yang sudah dianggarkan dalam Satuan 
Perangkat Dacrah/APBD ataupun program lainnya 
diperkenankan dianggarkan dalam ADD; 

Kerja 
tidak 

b. Apabila penggunaan ADD tidak scsuai dengan perencanaan awal yang 
ditetapkan atau adanya pcngalokasian ADD yang discsuaikan dengan 
tingkat sknla prioritas kcbutuhan Desa, dapat dilakukan dengan cara 
mengajukan permohonan pcrsctujuan perubahan pengalokasian ADD 
kcpada Camat; 

c. Dalam hal ADD dipcrgunakan untuk bclanja, baik itu belanja pcgawai, 
bclanja barang/jasa ataupun belanja modal, harus pula dipcrhatikan 
besarnya pajak yang harus dipungut oleh Bendahara Dcsa 

bcrdasarkan pcraturan perundang-undangan yang berlaku; 

d. Pengalokasian ADD wajib mcmperhatikan standar barang dan harga 
satuan barang kebutuhan yang ditctapkan Bupati, dan apabila harga 
barang/jasa belum diatur dalam standar harga barang barang/jasa 
oleh Bupati, Kcpala Desa bcrkcwajiban untuk membentuk Peraturan 
Kepala Desa tentang Harga Satuan Barang di Desa yang 
bersangkutan; 

e. Bendahara Desa berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan 
dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
pcrundang-undangan yang bcrlaku. 

5. Pelaksanaan ADD 

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan scbagaimana yang ditctapkan dalam 
Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari ADD sepenuhnya 
dilaksanakan oleh Kepala Dcsa selaku penanggung jawab pengelola 
keuangan yang ada di desa. 
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Pola pelaksanaan ADD dilakukan dengan metode: 

a. Pencairan ADD ans telah ditranster e rekcning des dip""""" 
scsuai dcngan RPD ADD dan tcknis scrtn mcknnisme pcngclunranny 
scsuai dcngan pcraturan pcrundang-undnngan yang berlaku. 

b. Untuk pelaksanaan kegiatnn ADD baik infrastruktur maupun non 
infrastruktur dan tcrkait dcngan pengadaan barang/jasa di Desa wajib 
bcrpcdoman pada Peraturan Bupati tcntang Pengadnnn Barang/Jasu 
di Desa. 

Ketcntuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan ADD yang 
bersifat fisik (pembangunan Infrastruktur) harus mempcrhatiknn hal-hal 
scbagai berikut: 

a. Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur pcrdcsaan harus 
scsuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
scrta gambar pcnampang yang ditctapkan scbclumya; 

b. Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut 
bckcrja dalam pelaksanaan kcgiatan tcrutama bagi penduduk miskin; 

c. Bcndahara Dcsa sctiap bulan melaporkan pertanggungjawaban 
pcnggunaan ADD kcpada Kepala Dcsa dcngan mclampirkan Buku Kas 
Umum, Buku Pembantu per kegiatan, Buku Pembantu pajak scrta 
dokumen lainnya; 

d. ADD yang tidak dapat dircalisasikan dan dipcrtanggungjawabkan 
sampai dengan bcrakhirnya Tahun Anggaran berjalan atau terdapat 
Sisa Lbih Perhitungan Anggaran (SILPA), wajib dilaporkan kepada 
Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 1 0  bulan Januari Tahun 
Anggaran berikutnya; 

e. Apabila pelaporan scbagaimana dimaksud huruf d tidak dilaksanakan 
sampai dengan batas waktu yang ditcntukan, maka Bupati dapat 
mcmberikan sanksi. 

6. Pengendalian ADD 

Pengendalian pclaksanaan ADD dilakukan dalam rangka untuk 
menjamin pcnyelenggaraan kegiatan scsuai dcngan kctcntuan dan pcraturan 
yang berlaku. 

Tujuan dilakukan pcngcndalian adalah untuk mcnjamin sctiap proses 
pclaksanaan ADD memiliki kcscsuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran 
yang akan dicapai dan cfcktifitas scrta cfisiensi anggaran yang akuntabel. 

·  
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6.1 .  Pengawasan 

Pola pcngawasan tcrhadap pengclolaan ADD dilakukan oleh: 

dilakukan olch 

b. Pengawasan administratif dilakukan oleh Camat; 

c. Pengawasan Operasional di Dcsa dilakukan oleh masyarakat 
melalui BPD. 

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan pengelolaan 
dilaksanakan antara lain: 

a. Proses perencanaan pcnggunaan ADD; 

b. Proses pencairan ADD dan penggunaannya; 

c. Proses pclaksanaan kegiatan yang di danai dari ADD terkait 
dcngan jadwal, cfisiensi, kclayakan pcmbiayaan dan tcrtib 
administrasi pembukuan pengclolaan dana ADD; 

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD pada 
tingkat Desa, sedapat mungkin disclesaikan oleh Camat dengan 
ketentuan: 

a. melaporkan setiap masalah yang ada kepada Bupati melalui 
SKPD teknis yang membidangi Keuangan Desa; 

b. apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya 
penyimpangan atau pcnyalahgunaan ADD, maka dilakukan 
pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat 
Pengawas Fungsional. 

Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut: 

a. Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan ADD Tahun 
Anggaran sebelumnya, yang disampaikan kepada Bupati paling 
lambat Minggu kedua Bulan Februari Tahun Anggaran 
berikutnya; 

b. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I,  yang 
disampaikan kepada Bupati paling lambat Minggu kedua Bulan 
Juli Tahun Anggaran berjalan. 

Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas 
dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada 
Camat untuk dilaporkan kcpada Bupati melalui SKPD yang 
membidangi Keuangan Desa. 
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Pertanggungijawaban Alokasi Dana Desa terintcgrasi dcnpan 
pertnnggungjawaban APBDcsa, schingga bentuk 
pcrtanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBDcsa 

Penanggungiawab operasional pengelola ADD secara 
kcscluruhan adalah Kcpala Dcsa. Bcntuk dan tata cara 
pertanggungjawaban sccara administratif dilakukan scsuai dengan 
pcraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupatcn 
Bcngkayang, agar dipcrgunakan scbagai pedoman dalam pclaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. 
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LI 61.07.11.2001 Capknln [o1. Capkala Rp 506.008.200 I 

- 61.07.11.2002 02. Mandor - 
- 

RP 460.739.800 � 61.07.11.2003 03. Setanduk Ro 495.713.400 
- 61.07.11.2004 [on. Aris 

� 

- » 449.543.900 
61.07.11.2005 05. Sebandut 

IRP 4155.876.300 -- i- 
. 61.07.11.2006 1 06 .  Pawnsi Ro 450.576.600 

JUMLAH Ro 
� 

- 

2.818.458.200 
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!  
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as nn 

132 6 1  07  1 2 2 00 1  

6 1 0 7  12 2002 02 Hh Buie Rp 5 1 0. 5 4 9  200 

61  07 1 2  2003 03 Tangsuh Rp 539.800.700 

6 l .0 7  12 200 0i noot Rp 471  7 1 8 900  

6 1 0 7  12.200 5  05. Tawan Rp 4 7 1  506 400 

1 07 12 2006 06 Sungkunf I  Pr +89 979 600 

61 07 1 2  2007 07 Sungkung II Rp 552 559 800 

I - 

, ,  

503 026.700 I  

61 .07.12.2008 08. Sunpkung III Ro 

JUMLAH 
Rp ·4.076.105.600 

-  -- 

I 

133 l61 .07.13.2001 L.umar I01 .  Magmngan Knrya Rp 439.223 800 

6 1  07 1 3  2012 02 Ti Her!an Rp 533 1 ; 4  700 

[6 1.07 . 13.2003 03 Seren Slimbnu Rp 479 478 .500 

61.07 13  2004 04 Belimbing Rp 536 937.600 

61.07.13.2005 05. Lnrnoldn Ro 459.732.100 
-- 

JUMLAH Ro 2.448.486.700 

14 61.07 14.2001 Sunga«i Detung or Cipt Kaya Rp 637 606 100 

61.07.14.2002 02. Sukn Bangun Rp 536.152.000/ 
61.07 14.2003 03. Knryn Bhnkti RD 599.076.400 �  • -  

 
a 

61.07 14.2004 04. Sukn Mnju Ro 688.418.700 

JUMLAH Ro 2.461.453.200 

15 61.07.15.2001 Sungai Rayn 01. Knrimunting Rp 729.903.8Uu 
- � 61.07.15.2002 Kepulaunn o2. Rukma Jaya Rp 517.123.000 

I  

d'  

6 1. 0 7  15.2003 03 Sungai Kern Rp 526.910.100 

61.07.15.2004 04. Sungai Raya 
- 

Rp 
L 

813.272.700 
61.07.15.2005 05. Pulau Lcmukutnn Rp 494.469.300 

I  

JUMLAH 
- 

I Rn 3.081.738.900 

16 61.07.16.2001 Lembah Bawng 0I. Godang Damar P ·164.058.800 
] =- - 

6 1. 07  16.2002 02. Yinsnde R; 443.269.300 

61.07.16.2003 03. Terpapan RP 445.396.900 
,  

a  
l61.07.16.2004 t   04. Papan Uduk Rp 4146.933.500 
- - - 

d 

I 

61.07.16.2005 05 Fapan Tembawan8 Rp � 
- 

433.465. 100 

,;- 
61.07.16.2006 

h  

_, 06. Lembah Bawang BP_ 
=-- 

4154.425.000 � 
I I61.07.16.2007 07. Sak Tr RP  465.951.000 

i--==- ' -=-  -- ED = - w 

·- 
61.07.16.2008 08. Janyat - RD 457.268.800 

I  

JUMLAH Ro 3.610.768.400 
f I f - - --� 

17  61.07 17.2001 Tuju Bela 01 Berglu RP_ 552.325.600 
- - - - - 

61.07.17.2002 02. Pisak Rp 567.901.200 __ , 
,_ 

- 
- 

I 61.07 17 2003 03 Kauh FP 558.397.300 
- - - - �  

-  - -  -  61.07.17.2004 04. Sinar Tebudak Ro 617.784.400 
- 

JUMLAH 
- 

- 
-  

- 
- 

Rp 
-- 

2.296.408.500 

ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019 , .. Rp 62.514/839.600 -.-,. \ - � f - - 
• 

.. .... ���\�"' fl.'j,' ' 4 

' 
· i  \I  

·  'kl i  « ]  
a  .  

!  i  
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